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PENETAPAN
Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Nph

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Maret 1973,

agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp.
Cisasawi RT 002 RW 006 Desa Cihanjuang
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Agustus 1973,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Xxxxx Kota Cimabhi,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
tanggal 16 Februari 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA

Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan memenuhi syarat
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rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxxx tertanggal 04 November 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Kp. Cimindi RT 002
RW 015 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Clmahi Tengah Kota
Clmabhi;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 AK, lahir 24 Agustus 2002;
3.2. AK, lahir 14 Maret 2008.
4, Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan April 2011
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:
5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah, rata-
rata pemberiannya sebesar Rp. 800.000,- perbulan itupun
pemberiannya tidak menentu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari, sejak Maret 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak
menafkahi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
mengandalkan penghasilan Penggugat.
5.2 Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin
dengan baik. Bahkan selama menikah selama 26 tahun Tergugat
seperti tidak ada rencana untuk membangun rumah tangga dengan
baik seperti membeli rumah dan lain sebagainya.
5.3 Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka prihal
keuangan, Penggugat tidak pernah mengetahui berapa gaji Tergugat,
bahkan Tergugat tidak memperdulikan seberapa besar pengeluaran
dan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak
nyaman dengan Tergugat.
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5.4 Bahwa Tergugat sudah tidak peduli, cuek dan kurang perhatian
kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat merasa tidak
nyaman untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan
Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan
rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
Puncaknya pada 02 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
hebat, Tergugat pergi dari rumah kediaman, sehingga pada saat itu sudah
pisah tempat tinggal. Adapun Penggugat kini tinggal di rumah kediaman
orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat.
Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER
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Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
366/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun
kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat
menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena ingin rukun
kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal
65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa
dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut
tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
366/Pdt.G/2022/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.l. dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.,
M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
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Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.l. Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.l., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 265.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai :Rp _10.000,00

Jumlah : Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu
rupiah).
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